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DAFTAR ISI 

PETUNJUK TEKNIS KASIBA/LISIBA BS 
 

 
   Hal : 
 
DAFTAR ISI  i 

KATA PENGANTAR viii 

ACUAN NORMATIF                   x 

BAB I  PENDAHULUAN. 1 

1.1. LATAR BELAKANG. 1 

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN. 3 

1.2.1. Maksud Petunjuk Teknis : 3 

1.2.2. Tujuan Petunjuk Teknis : 3 

1.3. RUANG LINGKUP 3 

1.4. SISTIMATIKA  4 

 

BAB II  KETENTUAN UMUM 6 

 

BAB III  PERSYARATAN, STANDAR, DAN KRITERIA 
  DALAM PENGELOLAAN KASIBA DAN  
  PENYELENGGARAAN LISIBA BAGIAN DARI KASIBA 13 

3.1. PERSYARATAN DAN KRITERIA DALAM  
 PEMILIHAN LOKASI KASIBA  13 

3.1.1. Persyaratan Lokasi Kasiba 13 

3.1.2. Kriteria Pemilihan Lokasi Kasiba 14 

 

3.2. PERSYARATAN DAN KRITERIA DALAM  
 PENUNJUKAN BADAN PENGELOLA KASIBA 15 

3.2.1. Persyaratan Badan Pengelola Kasiba 15 

3.2.2. Isi Dokumen Kompetisi Badan Pengelola Kasiba 17 

3.2.3. Persyaratan Untuk Ikut Serta Kompetisi  
 Badan Pengelola Kasiba  17 

3.2.4. Kriteria Pemilihan Pemenang Kompetisi  
 Pengelola Kasiba 18 

 

3.3. PERSYARATAN DAN KRITERIA DALAM  
 PENUNJUKAN PENYELENGGARA LISIBA 19 

3.3.1. Persyaratan Penyelenggara Lisiba 19 

3.3.2. Isi Dokumen Kompetisi Penyelenggara  
 Lisiba 19 



Juknis Kasiba-Lisiba BS   - ii - 

3.3.3. Persyaratan Untuk Ikut Serta Kompetisi  
 Penyelenggara Lisiba 20 

3.3.4. Kriteria Pemilihan Pemenang Kompetisi  
 Penyelenggara Lisiba  20 

 

3.4. PERSYARATAN UNTUK MENUNJUK BADAN  
  PENGELOLA SEBAGAI PENYELENGGARA  
  KONSOLIDASI TANAH  21 

 

3.5. PERSYARATAN PEROLEHAN TANAH UNTUK  
 KASIBA 21 

3.5.1. Umum  21 

3.5.2. Persyaratan Perolehan Tanah Untuk  
 Kasiba di Atas Tanah  Negara  22 

3.5.3. Persyaratan Perolehan Tanah Untuk  
 Kasiba di Atas Tanah Hak 23 

3.5.4. Persyaratan Konsolidasi Tanah Dalam  
 Kasiba  26 
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